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MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi perlu segera
diselesaikan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan
nasional;

b. bahwa pada akhir Mei 2004 Tim Koordinasi Penyiapan
Penyusunan Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
(TKP3KPK) yang ditunjuk Komite Penanggulangan Kemiskinan
(KPK)  telah  menyerahkan  draft dokumen  Srategi
Penanggulangan Kemiskinan Nasional;

c. bahwa Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan telah
melimpahkan tugas kepada Kantor Kementerian Negara
PPN/Bappenas selaku Ketua Pokja Perencanaan Makro untuk
menyelenggarakan proses finalisasi draft dokumen SPKN;

d. bahwa untuk mengefektifkan proses finalisasi dokumen strategi
penanggulangan kemiskinan nasional perlu dilakukan oleh tim
kKhusus yang melibatkan lintas pelaku, yaitu dari unsur
pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha,
organisasi profesi, perguruan tinggi dan segenap unsur
masyarakat serta dilakukan secara terpadu;

€. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu
menetapkan Keputusan Menteri Negara PPN/Bappenas tentang
pembentukan Satuan Kerja Finalisasi SPKN;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-undang...



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 — 2004;

4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite
Penanggulangan Kemiskinan, yang telah beberapa kali
mengalami perubahan, terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 34 Tahun 2002;

5. Keputusan Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan Nomor
01/KEP/KETUA/KPK/IX/2002 tentang Permbentukan
Kelompok Kerja dan staf Ahli pada Sekretariat Komite
Penanggulangan Kemiskinan;

6. Keputusan Menko Kesra sebagai Ketua Komite Penanggulangan
Kemiskinan Nomor 16/KEP/MENKO/KESRA/VI1/2002 tentang
Pembentukan Tim  Koordinasi Penyiapan  Penyusunan
Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (T KP3KPK);

7. Keputusan Mnteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas Nomor Kep. 318/M.PPN/12/2002 tentang
Pembentukan Sekretariat Kelompok Kerja Bidang Perencanaan
Makro Untuk Komite Penanggulangan Kemiskinan;

Surat Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan Nomor S-
0991/KPK/V1/2004 tanggal 28 Juni 2004 perihal Finalisasi Draf
PRSP & Integrasi ke Dalam PJM;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
KERJA FINALISASI DOKUMEN STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN NASIONAL.

Membentuk  Satuan Kerja Finalisasi dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Nasional yang melibatkan
perwakilan dari lintas pelaku dengan susunan keanggotan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Satuan Kerja Finalisasi dokumen Strategi Penanggulangan
Kemiskinan terdiri dari Tim Penulis dan Tim Pembaca.

Tim Penulis bertugas membantu Sekretariat Kelompok Kerja

Bidang Perencanaan Makro Untuk Komite Penanggulangan
Kemiskinan dalam penulisan finalisasi dokumen SPKN.

KEEMPAT:...
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KEDELAPAN

Dalam rangka proses finalisasi draft dokumen strategi
penanggulangan kemiskinan nasional Tim Penulis perlu
memperhatikan tanggapan dan masukan dari
departemen/LPND, pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan
lembaga-lembaga internasional.

Dalam rangka proses finalisasi perlu memperhatikan hasil
analisis kemiskinan partisipatif termasuk analisis jender, rencana
aksi penanggualngan kemiskinan dalam jangka waktu 5 tahun
(2005-2009), mekanisme kelembagaan yang lebih terbuka dan
partisipatif, perluasan ruang publik, keterkaitan dengan startegi
penanggulangan kemiskinan daerah, pembagian peran yang
jelas di antara para pelaku utama, dan integrasi dokumen
strategi penanggulangan kemiskinan nasional ke dalam
dokumen perencanaan jangka menengah dan perencanaan
jangka panjang.

Tim Pembaca bertugas membantu Sekretariat Kelompok Kerja
Bidang Perencanaan Makro Untuk Komite Penanggulangan
Kemiskinan dalam mengkritisi hasil penulisan dokumen SPKN.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Finalisasi
Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN)

Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 12 Juli 2004
dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30  September 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
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Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Menko Bidang Kesra (selaku Ketua KPK)

Menko Bidang Perekonomian (selaku Wakil Ketua KPK)
Menteri Dalam Negeri

Menteri Keuangan

Sekretaris Komite Penanggulangan Kemsikinan

Anggota Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara Jakarta 111

Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SRNSA R LN~



LAMFPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
NOMOR :KEP. 184 /M.PPN/09/2004
TANGGAL : 30 September 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN KERJA FINALISASI DOKUMEN
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL

Penanggung Jawab : Deputi  Bidang  Otonomi Daerah  dan

Pengembangan Regional, = Kantor = Meneg
PPN/Bappenas

Wakil Penanggung Jawab : Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan

Daerah, Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas

Tim Penulis

Koordinator : Sumedi Andono Mulyo
Wakil Koordinator : Fakhrulsyah Mega, Lembaga JARI

Anggota:

RN RBIN -

Widjajanti I. Suharjo, Lembaga Penelitian SMERU

Yohanes D.M. Arus, Lembaga OXFAM

Andik Haryanto, Komite Independen Anti Kemiskinan Struktural
Rusdi Tagarwa, Lembaga Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia
Edriana Noerdin, Lembaga HICKLING

Winandin Himawan, Badan Pusat Statistik

Widyastuti, Departemen Kesehatan

Soedjarwo, Departemen Pendidikan Nasional

Agus Muharam, Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM
Sugihartatmo, Kantor Menko Kesra

M. Mamora, Kamar Dagang dan Industri

Harry Hikmat, Departemen Sosial

Indra Darmawan, Bappenas

Widayati, Departemen Pertanian

Boby Hamzar Rafinus, Kantor Menko Perekonomian

Andin Hadiyanto, Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan
Widodo Prayitno, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pandu, Departemen Kesehatan

Ibnu Purna, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Tim...



Tim Pembaca

Bambang Bintoro Sudjito, Penasihat Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Mohamad Roem, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Depdagri
Mochtar Mas’ud, Dosen Universitas Gadjah Mada

Mohamad Ikhsan, Ketua LPEM-UI

Meuthia Gani Rochman, Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia
Zumrotin, YLKI

Rizal Malik, UNSFIR

Utama Kayo, Kamar Dagang dan Industri

Bayu Krisna Murti, Pusat Studi Pembangunan IPB
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